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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan

perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Permasalahan yang diangkat adalah bertujuan untuk menguraikan

bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dan

menguraikan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan

keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan

perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan

ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah dan aspek kelembagaan. Implikasinya adalah kebijakan

pembangunan wilayah yang tidak fokus serta terlalu banyaknya lembaga yang mengelola kawasan

perbatasan. Harmonisasi dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian isu strategis dan mengedepankan

pemerataan kesejahteraan. Cara mengharmonisasikan dapat dilakukan dengan executive review, legislative

review, dan judicial review.

<hr>This research discusses about harmonization of border area management regulation based on social

justice principles. Problems raised are intended to describe the form of disharmony area management

regulation in Indonesia and elaborate harmonization of border area management regulation based on social

justice principles. Research methods used is a normative juridical by statue approach and approach. The

results showed that there is disharmony between the regulation of border area management in terms regional

development policy aspects and institutional aspects. The implication is that regional development policies

are not focused and too many institutions that manage the border area. Harmonisation conducted by

promoting the completion of the strategic issues and promote wealth distribution. How to harmonize to

conducted with executive, legislative, and judicial review.
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